
BAB IX 

PENUTUP 

9.1.Kesimpulan 

Kesimpulan adalah proses akhir untuk menemukan jawaban dari 

pertanyaan penelitian. Oleh karena itu sebelum sampai pada kesimpulan 

diperlukan deskripsi terlebih dahulu. Penelitian ini telah memberikan deskripsi 

tentang implementasi kebijakan pendidikan inklusif, maka tahap selanjutnya 

adalah memberikan jawaban dari pertanyaan atau masalah penelitian. Adapun 

kesimpulan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : 

  Mekanisme penyelenggaraan pendidikan bagi ABK di sekolah reguler 

penyelenggara pendidikan inklusif Sumatera Utara tidak berjalan dengan 

baik. Hal ini lebih disebabkan komunikasi yang tidak berjalan antara 

sekolah dengan Dinas Pendidikan Sumatera Utara tentang langkah konkret 

yang harus dilakukan sekolah untuk menyelenggarakan pendidikan 

inklusif di Sumatera Utara. Peran penyelenggara SLB yang menjadi 

pendamping sekolah reguler dalam menyelenggarakan pendidikan inklusif 

di Provinsi Sumatera Utara tidak pernah dilakukan. Hal ini disebabkan 

karena komunikasi antar  Dinas Pendidikan Sumatera Utara, Sekolah 

reguler penyelenggara pendidikan inklusif dan SLB sebagai tenaga 

pendukung tidak pernah dilakukan. Pelayanan pendidikan inklusif di 

sekolah reguler Provinsi Sumatera Utara yang melaksanakan kebijakan 

pendidikan inklusif berkaca pada Permendiknas No.70 Tahun 2009 tidak 

berjalan dengan baik. Hal ini terlihat dari regulasi di tingkat provinsi dan 



 
 

kabupaten di Sumatera Utara yang tidak pernah ada sebagai terjemahan 

dari Permendiknas No.70 Tahun 2009 tentang pendidikan Inklusif. 

 Dalam proses berjalannya pendidikan inklusi khususnya di sekolah regular 

Provinsi Sumatera Utara terdapat empat faktor penghambat sehingga 

pendidikan inklusi itu tidak berjalan. Keempat faktor penghambat tersebut 

adalah faktor regulasi, faktor kepemimpinan, faktor pendampingan dan 

faktor kewenangan. 

 Model Implementasi Pendidikan Inklusif di Provinsi Sumatera Utara 

dibagi dalam dua pendekatan yakni internal dan eksternal. Internal 

berkaitan dengan langkah yang dilakukan dalam mengimplementasi 

pendidikan inklusif  yakni dengan Program pembelajaran yang 

diindividualisasikan dan pendekatan eksternal berkaitan dengan langkah 

apa yang harus dilakukan agar pendidikan inklusif itu berjalan yakni 

dengan menerapkan sosialisasi regulasi,menggalakkan workshop dan 

lokakarya inklusif, penerapan integritas dan pengkhususan bidang 

pendidikan inklusif di Dinas Provinsi Sumatera Utara. 

9.2.Saran 

Berdasaran kesimpulan yang telah diurai, maka berikut rekomendasi dari 

hasil penelitian ini yang dapat diambil oleh para pemangku kebijakan dan seluruh 

stakeholder Pendidikan Inklusif di Sumatera Utara. Rekomendasi yang dapat 

diberikan diantaranya adalah sebagai berikut: 

 Untuk meningkatkan efektifitas implementasi pendidikan inklusif di 

Sumatera Utara,terutama dalam hal operasional maka perlu  sosialisasi 

regulasi di tingkat provinisi sebagai bentuk terjemahan dari Permendiknas 



 
 

No. 70 Tahun 2009.  

 Untuk menjaga kualitas pendidikan inklusif di Sumatera pengkajian 

tentang implementasi perlu diintegrasikan dimana sekolah yang 

menyelenggarakan pendidikan Inklusif, Dinas Pendidikan Sumatera Utara 

dan beberapa SLB di Sumatera Utara duduk bersama untuk merumuskan 

langkah strategis yang harus dilakukan. 

 Perlu divisi tambahan yang mengatur secara khusus pendidikan inklusif di 

dinas Pendidikan Sumatera Utara. Meletakkan pendidikan Inklusif di 

salah satu bidang seperti bidang pembinaan sekolah menengah atas, 

pembinaan sekolah menengah kejuruan dan pembinaan pendidikan 

khusus bukan solusi yang tepat yang justru akan meberikan ruang 

tumpang tindih pengambilan keputusan. 
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